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ABSTRAK :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; bahwa untuk menindaklanjuti surat 
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyampaian 
Persetujuan Pemusnaan Arsip; bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b 
perlu ditunjuk Tim Pemusnahan Arsip Pilkada Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Luwu; bahwa untuk pelaksanaan maksud pada huruf a, b, dan c 
diatas perlu dibuat Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Luwu tentang Penunjukan Tim Pemusnahan Arsip Pilkada Tahun 2024 pada Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Luwu. 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum InI adalah Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533;) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang 
Pendelegasian Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna 
Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenusahan dan 
Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 757); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-
Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 
Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum 
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 
dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Surat Kepala Arsip Nasional 
Republik Indonesia Nomor B/KN.00.01/198/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Perihal 
Persetujuan Pemusnaan Arsip; dan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 2738/TU.04.2-SD/73/2025 Tanggal 4 Juli 2025 Perihal 
Penyampaian Persetujuan Pemusnahan Arsip. 
CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 Juli 

2025 
-  Lampiran 1 Halaman 


